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Abstrak 
Rumusan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana batas usia dewasa dalam 
perkawinan perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana batas usia dewasa  
dalam perkawinan perspektif hukum positif? Ketiga, Bagaimana relevansi antara 
kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa : Pertama, kedewasaan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. 
Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar 
orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah 
pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Kedua, kedewasaan menikah 
menurut Hukum Positif : Kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar 
pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa 
raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  
 
Kata Kunci : Usia Dewasa, Hukum Islam, Hukum Positif, Perkawinan 
 
Abstract 
The formulation of this research is: First, what is the age limit in marriage in the 
perspective of Islamic law? Second, how is the age limit in marriage a positive 
legal perspective? Third, how is the relevance of maturity to marriage in the 
perspective of Islamic Law and Positive Law? This type of research is library 
research. This study concludes that: First, maturity according to Islamic law is that 
marriage is carried out within the limits of someone entering the baligh phase. 
Islamic Shari'a requires people who want to get married are truly people who are 
ready mentally, physically and psychologically, mature and understand the 
meaning of a marriage that is part of worship. Second, maturity is married 
according to the Positive Law: Maturity married in Act No. 1 of 1974 aims to 
prevent the occurrence of child marriages, so that young women who become 
husband and wife are truly mature in forming a happy and eternal family. In 
addition, the maturity setting in marriage is intended to prevent the occurrence of 
young divorce and to be able to instill good and healthy offspring and not result in 
a high birth rate so as to accelerate population growth while according to the 
Compilation of Islamic Law, the age limit for children who are able to stand alone 
or mature is twenty-one years, as long as the child is not physically or mentally 
disabled or has never married ".  
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Menurut Monks
1
 kedewasaan menimbulkan kepribadian, kapasitas 
dan potensi diri sebagai sebuah potensi mentalitas yang ditunjukan dalam 
bentuk sikap dan tanggung jawab. Dewasa ditunjukan dengan kesanggupan 
melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan 
emosi dan pola pikir. Hal ini dapat lebih terwujud jika dilaksanakan pada 
usia yang matang. Artinya, orang yang menikah baik suami atau isteri telah 
memiliki kesiapan fisik dan mental.  Tak ada seseorang yang sanggup 
bertindak dan bereaksi terhadap semua situasi dan aspek kehidupan dengan 
kematangan penuh seratus persen. Kewajiban setiap orang adalah 
menumbuhkan kedewasaan itu di dalam dirinya sendiri, dan menjadi bagian 
dari dirinya sendiri.
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Dalam kaitannya dengan usia perkawinan, Islam tidak pernah 
memberikan batasan secara definitif untuk batasan kedewasaan menikah, 
kecuali dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi 
tingkat kemampuan dan melaksanakan hukum (ahliyyah al-wujud wa al-
ada`). Menurut fase itu, Muhammad Fauzan Adhim mengatakan usia 
menikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase baligh dan rusyd.
3
 
Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang 
masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian 
memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) 
tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.  Karena perbedaan itulah 
maka sering terjadi  usia pernikahan yang dimanipulasi.  
Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada 
Alquran dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syari‟at, wajib diikuti 
oleh semua Muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana 
apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum 
Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan 
mu‟amalat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.4 Dikatakan pula bahwa 
hukum Islam tidak saja menyangkut larangan tetapi memuat pula masalah-
masalah anjuran seperti anjuran untuk menafkahi anak yatim, bersedekah, 
dan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan baik bagi manusia dalam 
menjalankan hidup dan kehidupan, termasuk anjuran dan perintah untuk 
berumah tangga berupa pernikahan.  
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada dasarnya menitikberatkan bahwa kedewasaan usia 
menikah, setidak-tidaknya bagi laki-laki berusia minimal 19 tahun. Menurut 
Kelana bahwa kedewasaan sebagaimana termaktub dalam aspek undang-
undang di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan adalah suatu hal 
yang penting di dalam menempuh dan menjalani kehidupan rumahtangga. 
Jika kedewasaan dipungkiri dan dikesampingkan maka ketika menghadapi 
permasalahan rumahtangga akan timbul kebiasaan buruk dalam menghadapi 
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sebuah permasalahan seperti emosi, tidak sabar atau tidak dapat berfikir 
jernih sehingga tidak akan ditemukan suatu titik pemecahan permasalahan.
5
 
Ditinjau dari aspek hukum perdata, KUH Perdata Pasal 330 
menyatakan : 
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 
tahun, dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan.” 
Dengan demikian artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 satu 
tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun 
penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap 
dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan „belum dewasa‟.6 
Ditinjau dari aspek pskikologis menurut Dadang Hawari secara 
psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung 
jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20–25 atau 25 – 30 dan di bawah 
itu terlalu cepat, jadi pre-cocks (matang sebelum waktunya).
7
   
Hampir semua studi yang dilakukan berkaitan dengan hubungan 
antara usia perkawinan dengan kebahagiaan perkawinan menunjukkan 
bahwa peluang kebahagiaan dalam perkawinan lebih rendah tercapai jika 
pria menikah sebelum usia 20 tahun dan wanitanya menikah sebelum usia 18 
tahun. Meskipun usia tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang 
bertanggung jawab dalam proporsi kegagalan perkawinan, akan tetapi 
terdapat indikasi bahwa perkawinan usia muda cacat sejak permulaan karena 
biasanya pasangan memasukinya dengan terburu-buru, setelah perkenalan 
yang singkat, dan seringkali tanpa pertimbangan matang mengenai realitas 
yang akan mereka hadapi setelah menikah. Oleh sebab itu, penundaan usia 
perkawinan banyak dianjurkan pada mereka yang belum memiliki kesiapan 
menuju kehidupan perkawinan.
8
   
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam? 
2. Bagaimana usia dewasa  dalam perkawinan perspektif hukum positif? 
3. Bagaimana relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif ? 
Tujuan Penelitian 
1. Batas dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam . 
2. Batas dewasa  dalam perkawinan perspektif hukum positif. 
3. Relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif  
 
Metode Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu  
Penelitian tentang studi komparasi batas usia dewasa perspektif 
hukum positif dan hukum Islam ini termasuk jenis penelitian hukum yang 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pengertian metode normatif 
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menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder.
9
 Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif (legal 
research).Sebagaimana pendapat Rony Hanitijo Soemitro bahwa 
pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, 
peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat 
tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang 
berdaulat.
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Pembahasan 
1. Usia Kedewasaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam 
Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting 
dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk 
ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara 
resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya 
keluarga terus dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat.  
Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan 
terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Mengacu pada lima nilai 
universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur 
keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, 
hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui 
pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari‟atkan pernikahan, niscaya 
geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. 
Mengenai kedewasaan dalam menikah, Alquran Surat An-Nisa (4) : 6 
menyatakan :  
...   
   
   
  ...  
Artinya : ...sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya... 
  
Ada beberapa terjemahan dan penafsiran yang digunakan oleh para 
mutarjim maupun mufasir terhadap redaksi kosa kata ini, di antaranya yang 
paling umum  ialah sampai cukup umur untuk kawin. Salah satu hadis yang 
berhubungan dengan anjuran menikah dan berkaitan dengan kedewasaan 
menikah adalah “hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah 
mampu (isthita’ah) untuk menikah atau kawin, maka hendaklah ia 
menikah...” (hadis muttafaq ‘alaih, dari Abdillah bin Mas‟ud r.a).11  
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Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapatlah difahami bahwa baik 
Alquran maupun hadis pada dasarnya mengenal atau memperkenalkan usia 
nikah (sinn an-nikah). Namun demikian, Hukum Islam secara tekstual tidak 
menetapkan batas kedewasaan dalam menikah. Kalaupun ada negara-negara 
berpenduduk Muslim yang mengatur batas kedewasaan menikah ini dalam 
hukum pernikahannya, maka itu lebih bersifat tekstual dan lebih didasarkan 
pada tuntutan zaman.   
Antara agama (Islam) dan negara terjadi perbedaan dalam mengatur 
usia pernikahan. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal 
Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. 
Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dilakukan dalam batasan 
seseorang sudah memasuki fase baligh. Tentang baligh ini para ulama 
sepakat bahwa haid dan hamil merupakan  tanda ke baligh-an seorang 
wanita. Selain itu, tanda lain adalah tumbuh bulu ketiak yang dikemukakan 
oleh Imamiyah, Maliki, Syafi‟i dan Hambali. Tetapi ini ditolak oleh 
Hanafi.
12
  
Pada hakekatnya, kedewasaan menikah juga mempunyai sisi positif. 
Menurut penulis, dewasa menikah merupakan upaya untuk meminimalisir 
permasalahan-permasalahan yang membuat konsep rumah tangga sakinah, 
mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai. Dalam kaitan ini, rumah tangga 
perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan adanya 
kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. 
Kematangan ini akan menimbulkan pemikiran, sikap dan prilaku yang 
matang pula dalam rumah tangga. Sejalan dengan ini, penulis sependapat 
dengan Riana Kesuma Ayu bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia 
tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang 
yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, 
fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan 
bagian dari ibadah, sama halnya dengan keharusan dalam memahami apa 
itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, 
transaksi dagang bagi pebisnis.
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2. Kedewasaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif 
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah 
persoalan integral sepanjang kehidupan manusia di mana saja berada. 
Kesempurnaan manusia seringkali dikaitkan dengan perkawinan dan 
keturunan dari perkawinan itu. Lebih dari itu, perkawinan akan 
membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dengan kata lain perkawinan menjadi proses awal dari 
pembentukan sebuah komunitas sosial dari yang paling kecil (keluarga) 
sampai yang terbesar (negara). Tidak ada negara jika tidak terdapat 
keluarga-keluarga di dalamnya. Logika yang dapat diambil dari hal ini 
adalah perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara sehingga masalah perkawinan ini selanjutnya menjadi 
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salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di 
Indonesia. 
Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan 
tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong 
atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah 
tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan 
dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak 
perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih 
bahwa Islam sendiri tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang 
dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan 
inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan 
ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya 
sebuah perkawinan. Intinya adalah kematangan kedua pihak dalam 
menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling 
memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara 
suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan 
ketakwaan. 
2. Kompilasi Hukum Islam  
Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari 
Alqur‟an dan hadis.  Hukum Islam  biasanya  digunakan  dan  diterapkan 
di Negara yang menganut sitem hukum Islam atau “Islamic Law”. Hukum 
Islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum 
Islam digunakan untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses 
perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum 
islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga 
kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum 
kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 
pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga 
kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan 
yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial 
politik yang terjadi di negeri ini.
14
  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan 
batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, 
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. Bahwa  : Anak adalah orang yang 
dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai 
batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan 
tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut  bahwa anak 
adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah 
mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 1, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas 
ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan 
hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang 
berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia 
seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut anak adalah setiap orang yang 
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat 
dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. 
Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja 
berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi. 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan 
tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang 
harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan 
perbuatan hukum.  
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. 
Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
 
C. Relevansi Kedewasaan dan Usia Perkawinan 
Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi 
semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap  selalu up to date, 
relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Para ulama 
fikih mengemukakan tujuan umum perundang-undangan di antaranya 
adalah memelihara al-umuru al-dharuriyah (kebutuhan primer) manusia. 
Al-umuru al-dharuriyah adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi 
kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Tanpa 
adanya pemenuhan kebutuhan ini, maka kemaslahatan tidak akan tercapai. 
Al-umuru al-dharuriyah ini meliputi urusan agama, jiwa, akal, kehormatan 
dan keturunan dan urusan harta dan kepemilikannya.
 15
  Masing-masing 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Pertama, Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan 
beribadah dan melarang pemaksaan terhadap agama dan mazhab yang 
diyakini. Jaminan hak ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 2 yang 
berbunyi : 
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    ...  
Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) 
 
Kedua, hak pertama yang diberikan Allah adalah hak hidup. 
Perlindungan hak hidup ini dijelaskan dalam Alqur‟an surat al-Nisa‟ ayat 
29 yang berbunyi : 
...      
        
Artinya : ....dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 
Larangan membunuh di atas menurut Ahmad Al-Mursi Jusain 
Jauhar adalah karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) 
dan mencabut ruh manusia secara paksa dan menyalahi fitrah. Padahal 
hanya Allah yang paling berhak atas nyawa manusia.
16
 
Ketiga, perlindungan terhadap akal yang merupakan sumber 
pengetahuan, hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan 
akhirat. Akal menjadikan manusia sempurna dan berbeda dengan 
makhluk lain.
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  Untuk menolak kemudharatan pada akal ini, maka Islam 
melarang keras dan mengharamkan penggunaan narkoba, kahmr, dan 
obat-obatan lainnya yang dapat merusak akal manusia. 
Keempat, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. 
Untuk menghilangkan mudarat (bahaya, kerusakan) yang melanda 
keturunan seorang anak dalam rangka memberikan perlindungan, agama 
Islam mengancam hukuman pidana had bagi seorang laki-laki maupun 
perempuan yang melakukan perzinaan
18
 dan melakukan al-qadzif bagi 
penuduh orang yang berzina.
19
 Dan juga Islam mengarahkan kadar 
perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan 
keluarga dari cacat dan lemah. Ketika nasab menjadi pondasi kekerabatan 
dalam keluarga dan penopang hubungan antar keluarga maka Islam 
melindungi nasab dari percampuradukan yang menghinakan kemuliaan 
nasab itu.
20
 
Kelima, perlindungan harta. Harta merupakan salah satu 
kebutuhan inti dalam kehidupan. Dalam Islam harta adalah milik Allah 
yang dititipkan kepada manusia sehingga perlu dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya.  
Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan di atas adalah 
Allah tidaklah membuat undang-undang atau syari‟at dengan main-main 
dan sembarangan. Namun syari‟at itu ditetapkan untuk tujuan-tujuan 
besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada 
hamba sehingga kesejahteraan akan merata didominasi oleh rasa aman 
sentosa. Kemaslahatan tersebut tertuju kepada persoalan dharuriyyah 
(primer) dan ghairu dharuriyyah (sekunder).  
                                                          
16
 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta, Amzah, 2009) h.30 
17
Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, .h.93 
18
 Mukhtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar...h. 334 
19
 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-kaidah...h. 140 
20
 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syari’ah...h. 143 
1 
Dalam kaitan ini, perkawinan merupakan kebutuhan manusia 
menyangkut pembentukan keluarga yang menghasilkan keturunan dan 
berkembangbiak menjadi masyarakat sebagai sistim sosial kehidupan 
manusia. Tujuan atau maksud dijadikannya perkawinan sebagai gerbang 
menuju kehidupan sosial manusia adalah untuk melindungi kehormatan 
dan keturunan. Hukum Islam tidak saja mengatur persoalan-persoalan 
perkawinan dari segi jasmani saja bahkn pekawinan adalah menyatukan 
komitmen sepasang manusia berlainan jenis untuk hidup berumah tangga 
dengan segala konsekuensinya tetapi menyangkut pula persoalan ibadah 
batiniah manusia kepada Allah. 
Alquran adalah undang-undang Allah yang berlaku untuk setiap 
manusia tanpa di batasi ruang dan waktu. Artinya aturan hukum itu tidak 
saja diberlakukan untuk suatu masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu 
saja, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan di seluruh penjuru 
dunia sepanjang zaman. Atau dengan kata lain bahwa Al-Qur‟an adalah 
ajaran Allah yang diperuntukan kepada semua makhluk Allah yang 
menjadikan manusia sebagai tokoh sentral dan berlaku sepanjang zaman.  
Bagi negara Indonesia, laki-laki berusia 19 dan wanita berusia 16 
tahun dianggap sudah mampu untuk menjalankan perkawinan dengan 
segala konsekuensinya, meskipun harus mendapat izin dari orang tua atau 
wali. Tetapi usia tersebut berlainan kondisinya pada masyarakat di negara-
negara lain. Contohnya, di negara Al-Jazair dan Bangladesh menetapkan 
batas usia menikah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. 
Tetapi, Yaman Utara bahkan lebih rendah lagi menetapkan usia nikah 
warga negaranya. Perbedaan ini disebabkan kondisi psikis, geografis dan 
kebiasaan kultural di masing-masing negara.  Dalam hal ini kaidah fiqh 
mengatakan : 
 ىَِلا ِهْيِف ُعَجُْري َةَـغُّللا َلاَو ِهْيِف َُهل َطِباَض َلاَو ًقَلْطُم ُعْرَّشلا ِِهَبدَرَواَم ُّلُك
 ِ ُُر ْلا. 
Artinya : Setiap ketentuan yang dikeluarkan syara‟ secara mutlak dan tidak 
ada pembatasannya dalam syara‟ dan dalam ketentuan bahasa, 
dikembalikan kepada „urf.”21 
Kedewasaan menikah merupakan perwujudan dari apa yang tersirat 
dalam hukum Islam itu bahwa perkawinan menuntut kesiapan calon 
mempelai untuk kemaslahatan rumah tangga dalam tatanan sakinah, 
mawaddah dan rahmah. Ketentuan pada peraturan perundang-undangan 
bentukan negara tersebut bersifat regulatif yang ditujukan untuk pengaturan 
kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan bagi rumah tangga, 
keturunan dan masyarakat. Jika ini yang dituju, maka ketentuan tersebut 
juga mengikat secara syar‟i, juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ulil 
amr.  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah tujuan penetapan Undang-
undang Perkawinan adalah melindungi warga negara termasuk para anak-
anak dan remaja. Sementara hukum Islam memandang perkawinan itu 
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sebagai kewajiban dan harus menghasilkan keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah dalam bingkai beribadah kepada Allah. Oleh 
karena itu, Islam mengatur adanya kesiapan dan kemampuan sebagai 
batasan kewajiban itu. Agar tidak menimbulkan perbedaan dan kesimpang 
siuran dalam menterjemahkan aturan kesiapan dan kemampuan kawin itu, 
pemerintah mengakomodirnya dengan merumuskan peraturan perundang-
undangan yang mengikat seluruh warga negara dengan tetap berpedoman 
kepada hukum-hukum agama. Artinya, jiwa dari undang-undang negara itu 
adalah agama. Lain halnya jika undang-undang itu dibuat dalam bingkai 
sekuler, umat Islam tentulah harus menolaknya. 
Berkaitan dengan kedewasaan menikah, Pemerintah harus 
berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait usia 
perkawinan sehingga pihak–pihak yang ingin melakukan pernikahan 
dengan di bawah usia dewasa berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum 
melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan 
undang–undang terkait pernikahan dan menjelaskan resiko–resiko terburuk 
yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada 
masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar 
bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus 
dihindari.  
Meskipun demikian jika perkawinan di bawah umur terpaksa 
dilakukan, maka Undang-undang Perkawinan masih memberikan toleransi. Hal 
ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP, yaitu ”Dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau 
Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 
wanita”. Orang tua catin mengajukan ijin dispensasi nikah ke Pengadilan 
Agama kabupaten, setelah ijin keluar maka akad nikah dapat dilaksanakan. 
Hukum Islam yang bersumber kepada Alquran secara tekstual tidak 
menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan 
pemberlakuannya secara universal dan keluwesan hukum Islam itu sendiri. 
Jika ditetapkan secara pasti usia dewasa dalam perkawinan tersebut tentu 
keberlakuannya tidaklah fleksibel. Sebab, persoalan fisik, psikis dan tata 
aturan kehidupan manusia dapat saja berubah sesuai dengan kondisi wilayah 
tertentu. 
Hukum positif lebih tegas menentukan usia kedewasaan menikah 
secara kuantitas yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 hingga 
21 tahun bagi laki-laki. Jika dikaitkan dengan kriteria yang terdapat dalam 
Islam, maka penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di 
Indonesia adalah perwujudan dari kriteria baligh yang telah ditetapkan 
Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nisa‟ ayat 6 yaitu 
“sampai mereka cukup usia untuk kawin”. 
 
Kesimpulan 
Dari pembahasan pada bagian terdahulu, penulis mengambil 
beberapa simpulan sebagai berikut : Kedewasaan menurut hukum Islam 
adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki 
fase baligh. Tentang baligh ini para ulama sepakat bahwa haid dan 
hamil merupakan  tanda ke baligh-an seorang wanita. Dalam konteks 
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perkawinan, kedewasaan diharapkan dapat menimbulkan  kematangan 
psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Syariat 
Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar 
orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti 
sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.  
Kedewasaan menikah menurut Hukum Positif  telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 
UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.  
Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan 
agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak 
berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertambahan 
penduduk.  
Relevansi, Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan 
usia perkawinan membuktikan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Sebab, 
persoalan fisik, psikis dan tata aturan kehidupan manusia dapat saja berubah 
sesuai dengan kondisi wilayah tertentu. Hukum positif lebih tegas menentukan 
usia kedewasaan menikah yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 
hingga 21 tahun bagi laki-laki. Walaupun telah membatasi usia perkawinan 
tetapi tidak kaku, ada toleransi bagi seseorang yang menikah dibawah umur 
dengan jalan orang tua harus mengajukan izin dispensasi nikah di pengadilan 
agama. Jika dikaitkan dengan kriteria yang terdapat dalam Islam, maka 
penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di Indonesia relevan 
dengan kriteria baligh yang telah ditetapkan Islam sebagaimana terdapat dalam 
Alquran surat An-Nisa‟ ayat 6 yaitu “sampai mereka cukup usia untuk kawin” 
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